PENETAPAN
Nomor 0671/Pdt.P/2017/PA.Pra

Zom :
LAl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan
Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

H. Thsan Tohir bin H. Mukti Ali, umur 51, agama Islam, pekerjaan Swasta,

ﬂ tempat tinggal di Dusun Pengeot, Desa Kelebuh,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok
Tengah, sebagai : “Pemohon |”
Hj. Halimatussakdiah binti Amaq Mahnip, umur 44, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pengeot,
Desa Kelebuh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah, sebagai : “Pemohon II”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
ﬁ Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2017
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor
0671/Pdt.P/2017/PA.Pra, telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dengan
uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 februari 1981, di di
Dusun Pengeot, Desa kelebuh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Il berwakil
kepada Amaq Sarawiah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai. dibayar tunai, ijab kabul
dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon | tanpa
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berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama H.
Mahyudin dan Amaq Sahrum;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka, dan
Pemohon Il berstatus Perawan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon tidak memiliki hubungan
nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu
pemikahan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun
peraturan perundang-undangan yang berlaku; .

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan para Pemohon hidup rukun

ﬂ sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan dan telah dikaruniai 2
orang anak bernama :
a. Ninsari, perempua lahir 31 Desember 1988
b. Nukman, laki lahir 31 Desember 1992;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gugat dan merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut, selama
itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah,
karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan
Agama Kecamatan , sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta
Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta nikah,

ﬂ akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memeriukan
penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il ;
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2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon |, (H. lhsan Tohir bin H. Mukti
Ali) dan Pemohon Il, (Hj. Halimatussakdiah binti Amaq Mahnip) yang
dilaksanakan pada tanggal 10 februari 1981 di Dusun Pengeot, Desa kelebuh,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidair :
Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri, oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak berperkara
yang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya
para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

o Foto kopi Surat Keterangan pengannti Kartu Tanda Penduduk, Nomor:
19479/800/DUKCAPIL/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah, tanggal 25-4-2017,
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai
cukup yang kemudian diberi kode P.1 ;

e Foto kopi Surat Keterangan pengannti Kartu Tanda Penduduk, Nomor:
19473/800/DUKCAPIL/2017 vyang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah, tanggal 25-4-2017,
setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai
cukup yang kemudian diberi kode P.2 ;

B. Saksi-saksi:

1. AMAQ JUNAIDI BIN AMAQ MAHNIP, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di Dusun Pengeot, Desa
Kelebuh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang

yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang
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untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena sebagai

tetangga;

Schwasaksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II

yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 10 februari 1981, di di Dusun
Pengeot, Desa kelebuh, Kecamaicn Praya Tengaoh, Kabusst-= ! gmbst

Tengah dalam agama Islam;
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Pengeot, Desa kelebuh, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok

bernama :

a. Ninsari, perempua lahir 31 Desember 1988;

b. Nukman, laki lahir 31 Desember 1992;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il selama tinggal bersama sebagaimana

layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;

AMAQ SAEPUL BIN AMAQ NURTI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Dusun Pengeot, Desa
Kelebuh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten
Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang
yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang

untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
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e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il karena sebagai
tetangga;

» Bahwasaksi hadir dalam acara pemikahan Pemohon | dengan Pemohon II
yang dilaksanakan pada tanggal 10 februari 1981, di di Dusun Pengeot, Desa
kelebuh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dalam agama
Islam;

» Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il berwakil kepada
Amagq Sarawiah;

e Bahwa ljab kabul di ucapkan secara langsung oleh Pemohon I

» Bahwa saksinya adalah H. Mahyudin dan Amag Sahium, dengan mas

ﬁ_- kawinnya adalahuang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar
tunai., semua dibayar tunai;

e Bahwa Pemohon | berstatus Jejaka dan Pemohon I berstatus
Perawan,antara Pemchcr ! dengon Pomohon 1 tidak adc TR e e,
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somiianan Pemohon | dan Pemchon i;

= Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il hidup bereama di Dueun
Pengeot, Desa kelebuh, Kecemizn Prayz Tengsh, Yaboosts tomt: :
Tengah dan Pemohon | dengan Pemohon Il telah mempunyai 2 orang anak
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oy ohnyz cuamiisteri tidak pernah bercerai;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatalon

ﬁdak keberat:.- ;l:_- tid:l- i smemis sl A s s imlimin A s e e e ot

b i - B e e e TR L e SRR SE NP

2ahwa para Pomechon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan
oS otz pokilioye toten noada permohonannya;

B S R R ST Y (Y- g
Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat urcion putions ind ditenints bonodo

ha‘_hal s—l——-—:u-.-.-.-um. L devime daloms hacile mcmee memelde o e el e T 4

Ml gy mom s vmtn me Whs s A 88 v et e h - e m—. —————— —— = s ¥ DFEEE
i " -~ e s Bl s

Thorigolan ootuliTooiuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

(%]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr

1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas
menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para
Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum
Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2)
butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan
Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum
Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih
dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum

Islam disebutkan :“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami

atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan
perkawinan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan menunjukkan bahwa
remohon | ssbagai kepala rumah tangga, sedangkan Pemohon Il sebagai
istrinya, maka maijelis hakim menilai ternyata para Pemohon adalah pihak yang
berkepentingan langsung dengan perkara ini, dengan demikian parc Pemichon
mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

mCTanEang, tahwa dari pocita pormchonan para  Pemohon, dapat
dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah

karena para Pemchecn tidak ...cm;.:"'_."" Diics Nutans Ao Milals modibont wome

Ziam, Iimonize pama Momchon  sangat mioombutuhkan bukti keabsahan
pernikahannya tersebut;
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Tengah pada 10 februari 1981 dengan wali nikah ayah / Paman , dan dihadiri
saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H.
Mahyudin dan Amaq Sahrumdengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.
300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 6, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy
Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon | yang berada di
wilayah Hukum Pengadilan Agama Dompu, sehingga bukti tersebut telah

ﬁ memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.2 (fotokopy
Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon Il yang berada di
wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima
sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175

ﬂ__ R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil
angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima
sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175
R.Bg;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil
angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan
dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah sesuai dengan syari‘at
Islam pada tanggal 10 februari 1981 di di Dusun Pengeot, Desa kelebuh,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dalam wilayah hukum
Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan wali nikah Pemohon Il adalah ayah
/ Paman, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali
dengan Pemohon |, dengan maskawin uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah), dibayar tunai. tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi H.

Mahyudin dan Amaq Sahrum;
2. Bahwa, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka
dan Pemohon Il berstatus Perawan, serta tidak terdapat hubungan

darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang lain yang
keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

3. Bahwa, antara Pemohon | dengan Pemohon Il setelah pernikahan telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai serta
tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai 2 orang anak
bernama :

a. Ninsari, perempua lahir 31 Desember 1988
b. Nukman, laki lahir 31 Desember 1992;
4. Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatatkarena ........................ !
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum
sebagai berikut:
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1. Bahwa, Pemohon | dengan Pemohon Il adalah pasangan suami istri yang
menikah menurut syari'at Islam;

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon |l terjadi pada tanggal
10 februari 1985 di di Dusun Pengeot, Desa kelebuh, Kecamatan Praya
Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dalam wilayah hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan ;

3. Bahwa, antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan
baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-
undangan yang berlaku, tetapi tidak tercatat karena tidak dihadiri oleh
Petugas Pencatat pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, terbukti
bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan
syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana
tersebut pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan selain itu juga selama menikah
belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa
perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka hal
tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1
tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut
pada pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal
dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz lll, halaman 308 yang diambil alih sebagai
pendapat maijelis yang menyatakan :

4SS girad] palalSulilall salld) ) A 5

Artinya :

‘(Dapat) diteima pengakuan seorang laki-laki yang ftelah baligh dan
berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu
membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat
disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku
Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan
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hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan
pada 10 februari 1985 di di Dusun Pengeot, Desa kelebuh, Kecamatan Praya
Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dalam wilayah Hukum Kantor Urusan
Agama Kecamatan ditetapkan keabsahannya telah mempunyai cukup alasan
dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-
n Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka
diperintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan
pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya

pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 35
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 3 Tahun 2014, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan para

ﬂ pihak untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinandan
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon | dan
Pemohon lI;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon |, (H. lhsan Tohir bin H. Mukti
Ali) dan Pemohon IlI, (Hj. Halimatussakdiah binti Amaq Mahnip) yang
dilaksanakan pada tanggal 10 februari 1981 di Dusun Pengeot, Desa kelebuh,
Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Memerintahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk mencatatkan perkawinannya
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok
Tengabh,

4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Praya untuk

ﬂ menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

5. Miaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam

puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim

di Praya, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan

tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Praya yang terdiri dari Imran, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.

H. Moh. Nasri, BA., MH. dan H. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. sebagai Hakim-hakim

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

0 terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Abdul

1 Hannan, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon | dan
Pemohon II;

akim Anggota Ketua Majelis

. Moh. Nasri, BA., MH.
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: Hakim Anggota Panitera Pengganti

/H. Muh. Nasikhin, S.HI., MH. Abdul Hannan, BA.

Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Proses :Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-

5. Materai *Rp. 6.000-

Jumlah Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)
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